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Perkembangan kerja-kerja masyarakat sipil untuk advokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama kalangan LSM, semakin memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat.  Hal ini berkaitan dengan proses transisi demokrasi di semua lini negeri ini, dimana masyarakat sipil, baik secara organisasi maupun kelompok terus mendorong proses transparansi dan keberpihakan pada rakyat miskin.  Dua perkembangan ini menjadikan landasan yang cukup kuat bagi organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi dan menempatkan posisinya dalam proses penyusunan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

FITRA sebagai forum dari LSM yang bekerja dalam isu transparasi anggaran, merupakan lembaga yang focus dalam kerja-kerja transparansi anggaran, mulai dengan mengadvokasi kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah dan Nasional, penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pemahaman masalah anggaran, sampai dengan mendorong terbentuknya koalisi-koalisi masyarakat sipil untuk transparansi anggaran di daerah.  

Pekerjaan advokasi anggaran bagi Organisasi Masyarakat Sipil , merupakan perkerjaan yang tidak mudah. Artinya kerja-kerja ini masuk pada dua aras yang cukup sulit diintegrasikan yakni antara aras politik anggaran dengan proses anggaran yang tehnokratis.  Keduanya memerlukan skill dasar pemahaman, analisis serta kemampuan masuk pada wilayah politik anggaran yang begitu tertutup.  Kekuatan kerja-kerja ini juga terletak pada kerja koalisi masyarakat sipil yang terorganisir dan mempunyai keberpihakan pada rakyat miskin.

Kemampuan dasar yang diperlukan untuk kerja-kerja anggaran adalah memahami proses teknokrasi perencanaan dan penganggaran dengan cara yang benar, serta dipadukan dengan kemampuan untuk menganalisis persoalan nyata di daerah.  Prasyarat kemampuan tersebut memiliki nilai-nilai dan prinsip dasar, yakni keadilan pada hak-hak dasar kebutuhan hidup Warga negara yang harus dijamin oleh Negara.  Nilai-nilai perjuangan masyarakat sipil pada hak hidup dan kehidupan tersebut dijamin dan diamanahkan oleh UU Dasar 1945, sehingga harus dipenjuangkan.

Kerja-kerja transparansi anggaran sebaiknya tidak didominasi oleh LSM, artinya organisasi masyarakat sipil lainnya seperti Organisasi Massa yang berbasis agama, menjadi sangat penting.  Ormas Islam, yang secara nyata mempunyai basis yang kuat di masyarakat, saat ini harus mengambil posisi dan masuk dalam kerja-kerja advokasi proses dan substansi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.  Sudah saatnya pula, Ormas Islam bekerja pada tataran teknokrasi dari penyelesaian persoalan kemiskinan umat melalui transparansi anggaran.

Seknas FITRA, tentu saja merespon perkembangan dari kebutuhan di atas sebagai upaya meningkatkan kerja-kerja Organisasi Masyarakat Sipil pada transparansi anggaran.  Dukungan yang cukup kuat, mana kala inisiatif untuk menyusun modul ini dilandasi oleh pemikiran yang kuat dari beberapa Organisasi Massa Islam yang ikut dalam kerja-kerja jaringan FITRA di daerah.  Kebutuhan pada pemaham dan kerja-kerja transparansi anggaran menjadi begitu kuat, mana-kala uji coba dan rangkaian proses penyusunan modul dilalui secara bersama.

Sebagai pengantar modul, kami Dewan Nasional FITRA mengucapkan terima-kasih dan penghargaan pada The Asia Foundation, yang telah mendukung penuh penyelesaian Modul Ini. Terutama untuk Mas Alam Surya Putra (Program Officer Civil Society Againts Poverty) yang banyak memberikan input dalam perumusan modul ini, Mba Hana Satriyo (Program Director Gender Responsive Budget Initiative)  yang banyak memberikan pengarahan. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta Lokakarya modul ini, yang memberikan masukan cukup berarti sehingga modul ini lebih aplikatif. Kepada para penyusun Modul tim Seknas FITRA (Arif, Yeni, Ucok, A.R Mutaqien, Yuna, Roy) dan para editor serta konsultan (Fahmi, Waidl dan Insan) penyusun modul ini, tentunya tanpa konstribusi teman-teman, modul ini tidak akan tersusun seperti sekarang.  
Harapan kami bahwa Modul ini akan berguna dan menjadi alat bagi penguatan Organisasi Masyarakat Islam untuk masuk pada kerja-kerja transparansi anggaran, serta keberpihakan yang kuat bagi penyelesaian persoalan kemiskinan umat Islam yang semakin hari persoalannya menjadi sangat beragam.  Semoga bemanfaat.
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